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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1.  Problematika pemekaran Desa Padang Peri lebih dipengaruhi 

oleh faktor sosial, budaya, dan belum tercapainya kesepakatan 

masyarakat dibandingkan aspek regulasi. Meskipun tahapan 

awal sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 

2017 telah dilaksanakan, proses pemekaran belum dapat 

dilanjutkan karena belum adanya persetujuan masyarakat 

secara menyeluruh. 

2. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan pemekaran 

Desa Padang Peri telah mengarah pada kemaslahatan, namun 

belum sepenuhnya mencerminkan prinsip musyawarah, 

keadilan, dan persatuan akibat masih adanya perbedaan 

pandangan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan 

penguatan dialog dan partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan kebijakan. 

B. Saran 

1. Kepada Pemerintah Desa Padang Peri dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) agar terus mengoptimalkan 

sosialisasi dan musyawarah kepada seluruh lapisan 

masyarakat mengenai tujuan, manfaat, serta mekanisme 

pemekaran desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. 

Pendekatan yang partisipatif dan persuasif perlu dilakukan 

dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh 

masyarakat, dan tokoh pemuda sehingga tercapai 

kesepahaman bersama serta meminimalisasi perbedaan 
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persepsi yang selama ini menjadi hambatan utama dalam 

proses pemekaran desa. 

2. Kepada Pemerintah Kabupaten Seluma, khususnya Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta 

Pemerintah Kecamatan Semidang Alas Maras, agar 

memberikan pendampingan secara intensif kepada Pemerintah 

Desa Padang Peri dalam memenuhi seluruh persyaratan 

administratif, teknis, dan kewilayahan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 

2017. Selain itu, pemerintah daerah perlu memfasilitasi 

penyelesaian permasalahan yang masih menjadi kendala, 

seperti penguatan kesepakatan masyarakat, penegasan batas 

wilayah, serta penyusunan dokumen usulan pemekaran desa 

agar proses penataan desa dapat dilaksanakan secara efektif 

dan memiliki kepastian hukum.  
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